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Lampiran 2 
Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian 

 

N 
O 

RUMUSAN 
MASALAH 

FOKUS 
PENELITIAN 

SUB FOKUS 
PENELITIAN 

DESKRIPTOR INFORMAN 

1 2 3 4 5 6 

. Bagaimana faktor 
komunikasi dalam 
implementasi 
kebijakan retribusi 
kebersihan di Kota 
Gorontalo ? 

Komunikasi 1. Akurat 
2.Dimengerti 
3.Cepat dan 
tepat 

Komunikasi 
berkaitan dengan 
penyampaian 
informasi, ide, 
keterampilan, 
peraturan dan lain- 
lain menggunakan 
sarana tertentu 
kepada pihak yang 
berhak 
menerimanya. 
Implementasi 
kebijakan akan 
berjalan secara 
efektif bila mereka 
yang melaksanakan 
keputusan 
mengetahui apa 
yang harus mereka 
lakukan 
Komunikasi 
selayaknya cepat 
dapat tersampaikan 
dan 
penyampaian 

Sekertaris 
Daerah Kota 
Gorontalo 
Kepala Badan 
Lingkungan 
Hidup Kota 
Gorontalo 
Kepala Badan 
Keuangan Kota 
Gorontalo 
Camat Kota 
Selatan 
Lurah 
BiyawaO 
Lurah Biyawu 
Tokoh 
masyarakat 
Masyarakat 
Kelurahan 
Biyawu Kota 
Gorontalo 
Mayarakat 
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    tepat kepada para 
pelaksana (aktor 
pelaksana) dan 
masyarakat, 

Kelurahan 
BiyawaO 
10.Petugas 
kebersihan 

2 Bagaimana peran 
faktor sumber daya 
dalam implementasi 
kebijakan retribusi 
kebersihan di Kota 
Gorontalo? 

2.Sumber Daya 1.Informasi 
2.Sarana 
prasarana 
3. Anggaran, 
4.Tenaga kerja 

Perintah- perintah 
implementasi 
diteruskan dengan 
cermat, jelas dan 
konsisten. 
Sarana prasarana 
berupa fasilitas 
penunjang tersedia 
Angaran biaya 
tersedia cukup 
dalam peruntukan 
pengelolaan 
pelayanan 
kebersihan 
persampahan. 
Tenaga kerja 
merupakan 
penggerak 
pelaksana 
implementasi 
kebijkan retribusi 
kebersihan 

Sekertaris 
Daerah Kota 
Gorontalo 
Kepala Badan 
Lingkungan 
Hidup Kota 
Gorontalo 
Kepala Badan 
Keuangan Kota 
Gorontalo 
Camat Kota 
Selatan 
Lurah BiyawaO 
Lurah Biyawu 
Tokoh 
masyarakat 
Masyarakat 
BiyawaO kota 
Gorontalo 
Masyarakat 
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    persampahan yang 
tersedia seperti 
petugas kebersihan 
dan petugas 
pemungut retribusi 
(kolektor) 

Biyawu kota 
Gorontalo 
.Petugas 
kebersihan 

3. Bagaimana faktor 
disposisi  
 dalam 
implementasi 
kebijakan retribusi 
kebersihan 
 di Kota 
Gorontalo ? 

Faktor Disposisi Sikap 
pelaksana 
Kejelas an 
perintah 
cara 
mengawasi 
atasan 
kepada 
bawahan 

Sikap para 
pelaksana kebijakan 
merupakan faktor 
yang mempunyai 
konsekuensi dalam 
implementasi 
kebijakan. 
Kejelasan perintah 
merupakan instruksi 
yang diberikan oleh 
atasan terhadap 
bawahan hendaklah 
tidak tumpang tindih 
dengan perintah 
lain yang diberikan. 
Termasuk perintah 
kepada masyarakat. 
Cara 

Sekertaris 
Daerah Kota 
Gorontalo 
. Kepala 
Badan 
Lingkungan 
Hidup Kota 
Gorontalo 
Kepala Badan 
Keuangan 
Kota 
Gorontalo 
Camat Kota 
Selatan 
Lurah 
BiyawaO 
Lurah Biyawu 
Tokoh 
masyarakat 
Masyarakat 
BiyawaO kota 
Gorontalo 
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    mengawasi 
merupakan 
pengawasan dan 
evaluasi yang 
dilakukan oleh 
pimpinan hendaklah 
terukur dan 
terstruktur serta 
intens. 

Masyarakat 
Biyawu kota 
Gorontalo 
.Petugas 
kebersihan 

4. Bagaimana faktor 
struktur birokrasi 
dalam implementasi 
kebijakan retribusi 
kebersihan di Kota 
Gorontalo ? 

Faktor struktur 
Birokrasi 

SOP 
Fragmentasi 
3.Koordinasi 

Standard Operating 
Procedure 
berkembang 
sebagai tanggapan 
internal terhadap 
waktu yang terbatas 
dan sumber dari 
para pelaksana 
serta keinginan 
untuk keseragaman 
dalam bekerjanya 
organisasi yang 
komplek dan 
tersebar luas. 
Penyebaran 

Sekertaris 
Daerah Kota 
Gorontalo 
. Kepala 
Badan 
Lingkungan 
Hidup Kota 
Gorontalo 
Kepala Badan 
Keuangan Kota 
Gorontalo 
Camat Kota 
Selatan 
Lurah BiyawaO 
Lurah Biyawu 1 
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    tanggung jawab 
terhadap suatu 
wilayah kebijakan 
di antara beberapa 
unit organisasi. 
Semakin banyak 
aktor-aktor dan 
badan-badan yang 
terlibat 
dalam suatu 
kebijakan tertentu 
dan 
semakin
 saling 
berkaitan 
keputusan- 
keputusan mereka, 
semakin 
 kecil 
kemungkinan 
keberhasilan 
implementasi. 
3. Fungsi Koordinasi 
dalam birokrasi 
adalah hal penting 
dalam 
menggerakkan 
(actuating) seluruh 
aktor pelaksana 
kebijakan . 

 



109     

Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 

 
Pertanyaan yang di ajukan dalam pedoman wawancara ini hanya untuk digunakan 

dalam rangka penulisan skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan 

Ilmu Administrasi Departemen Administrasi Publik Universitas Hasanuddin. Mohon 

Bapak/ibu dapat memberikan informasi obyektif. Dan informasi yang diberikan 

dijaga kerahasiaannya. 

Identititas Responden 
 
Nama : 
 
NIP* : 
 
Jabatan* : (* = jika ada) 
 

Pertanyaan 

Faktor Komunikasi 

1. Menurut bapak/ ibu, bagaimana keakuratan komunikasi dalam           

mengimplementasikan kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ? 

2. Menurut bapak/ibu, Apakah komunikasi dalam implementasi kebijakan      

retribusi kebersihan di Kota Gorontalo dapat dimengerti ? 

3. Menurut bapak/ ibu, Apakah komunikasi dalam implementasi kebijakan 

retribusi kebersihan di Kota Gorontalo terlaksana secara cepat dan tepat ? 

 

Faktor Sumber Daya 

4. Menurut bapak/ ibu, Apakah sumber daya berupa informasi dalam 

implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo cukup tersedia 

? 

5. Menurut bapak/ ibu, Apakah sumber daya berupa sarana prasana dalam 
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implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo cukup tersedia 

? 

6. Menurut bapak/ ibu, Apakah sumber daya berupa anggaran biaya pengelolan 

pelayanan dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota 

Gorontalo cukup tersedia ? 

7. Menurut bapak/ ibu, Apakah sumber daya berupa tenaga kerja pelaksana 

pelayanan dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota 

Gorontalo cukup tersedia ? 

Faktor Disposisi 

8. Menurut bapak/ ibu, bagaimana sikap pelaksana dalam implementasi 

kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ? 

9. Menurut bapak/ ibu, bagaimana kejelasan perintah dalam implementasi 

kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ? 

10. Menurut bapak/ ibu, bagaimana cara mengawasi atasan terhadap bawahan 

dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ? 

Faktor Struktur Birokrasi` 

11. Menurut bapak/ ibu, bagaimana Standar Operasional Prosedur dalam 

implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ? 

12. Menurut bapak/ ibu, bagaimana fragmentasi (tanggung jawab diantara unit 

organisasi) dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota 

Gorontalo? 

13. Menurut bapak/ ibu, bagaimana fungsi koordinasi diantara unit organisasi 

dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ? 
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Lampiran 4 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Gorontalo 
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Lampiran 5  

Dokumentasi Penelitian 

  
Wawancara Bersama Masyarakat Kelurahan Biawao Kota Gorontalo  

 

 

Wawancara Bersama Masyarakat Kelurahan Biau Kota Gorontalo 
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Wawancara Bersama kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo 
 

 

Wawancara Bersama bapak lurah kelurahan Biawao Kota Gorontalo 
 

 
 
Wawancara Bersama bapak lurah Kelurahan biau Kota Gorontalo 
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Wawancara Bersama bapak kepala bidang persampahan/kebersihan BLH Kota 
Gorontalo 
 

          
 

Wawancara Bersama petugas kebersihan BLH Kota Gorontalo 
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Wawancara Bersama pihak Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo 
 


